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BAB V

1 . K o 3i m p u l a n

Dari beberapa uraian dan pembahasan dalcr.i bab-bab 
terdalaulu, maka kini sampailah pada tahap untuk menarik 
beberapa ko3impulan dan sekaligus momberikan saran yang 
erat 3ekali hubungannya dengan masalah yang dibalias* 
Kesimyulan tersebut antara lain :
a) . Sojak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Taliun 1974

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 taliun 1975* berarti 
tentang perkawinan khususrjya dalam masalah poligami 
telah diatur dalam suatu peraturan yang berlaku umrn 
bagi semua golongan masyarakat di Indonesia.

b) . Poligami diatur dalam hukum Islam, Undang-undang No­
mor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 "dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1 9 8 3, yang diberlakukan Idausus bagi pegawai 
negori sipil.

c). Asas dalam hukum Islam adalah monogami. Poligami di- 
perkenankan dalam keadaan darurat dan memaksa sebagai 
perkecualian. Asas monogami tersebut dlairut oleh Un­
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemerin­
tah Nomor 9 Tahun 1975 maupun oleh Peraturan Pemerin­
tah Nomor 10 Tahun 1903* sohingga kotiga peraturan
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hukum tersebut berusaha memporsulit dan mo nee gali ada­
nya praktek poligami.

d). Pegawai negori sipil yang akan melakukan poligami ha­
rus momperoleh izin lobili dahulu dari po.jabat yang 
berwonang. Keharusan adanya izin ini, menurut Kotua 
Pengadilan Agama Surabaya tidak akan dipersoalkan 
oleh hakim Pengadilan Agaraa Surabaya, sohingga poga- 
wai negeri sipil yang mongajukan akan berpoligami tan- 
pa membawa surat izin dari pejabat yang berwonang akan 
diterima dan diputu3 oleh Pengadilan 'Agama Surabaja .

e). Apabila ditinjau dari hukum I slain,. maka koberadaan izin 
poligami tersebut merupakan suatu keharusan yang harus 
ditaati oloh pegawai negori sipil yang beragama Islam, 
Hal ini didapnrkan pada sumber hukum Islam yaitu mash- 
lahah mursalah.

2. Saran

Beranjak dari koseluruhan pembahasan dan bahkan 
sampai pada kesimpulan saya memandang perlu untuk memberi­
kan oaran-saran yang saya anggap berguna bagi pelaksanaan 
Peraturan Pemerintab Nomor 10 Tahun 19 8 3,
a. Melihat masih adanya 'kelemahan-kelemahan yang ada pada 

Peraturan Pemerintah tersebut Idiususnya dalam hal ini 
pasal if. ayat 2 maka sebaiknya perlu peninjaunn lebih 
lanjut.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 
TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

HENI AGUSTINA



76

b. Dongan QclQuya I'eleinahan-kelemahan torsobut maka pe ja- 
bat yang raonjadi atasnn dari pogawai nogori sipil ha- 
ruslah bortumpu pada pandangnn yang luas sehingga ok- 
sistensi pogawai negeri sipil 3ebagai irianucia yang 
utuh tctaplah diakui dan ditegaTdfcan-
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